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KATA PENGANTAR

Pyl syukur kehadirst Tuhan Yang Maha Esa, yang ielah
mebmpankan rahmal dan hidayah-Mya sehingga penyusunan Laporan Kineda
Kecamatan Kencong Tahun 2025 dapat kami selesaian.

Legoran Kinara Kecamalan Kencong dsusun sesual  dengan
amariy Peraturan Pemerintah Nomor & Tabun 2006 tertang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja instansi Pamenntah, Paraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2014
tenlang Sistem Akurabilitas Kinena Inslanss Pemenntah, gan mengacu pada
Peraturan Menteri Perdaysquraar Aparatur Megara den Reformasi Birokrasi
Momor 53 Tahun 2014 fentang Paturguk Teknis Penanjan Knana, Pelaporan
Kinera dan Tata Cara Rewu Atas Lnparan Kinerja Instansi Pemerintan

Laporan Kinena Kecematan Kencong i merupakan bk
akuntabitas publik dan pelaksanaan tugas dan fungsl yang dipercayakan kepada
seliap instansi pemerintah dan mas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai
media informasl publik atas capaian knena yang terukur dan berfujuan uriuk
membenikan gambaran tngkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tinghat
katartasilan dan kegagalan pencapadan sasaran stralegis bardasarkan inckkator
wang ditatapkan

Dikarapkan penysjian Laporan Kinerja im dapat menjadi bahan
avahiasl urluk perbaikan kKinerja agar lebih beronenias hesd, relevan efektd dan
afisimn dar berkelanutan di masa mandatang

Jamber, 19 Fabruan 2028
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kencong tahun 2025 menyajikan 2 analisis

dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

a.

berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjain Kinerja tahun 2025 awal,

disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2

Tujuan, dan 4 sasaran

Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjain Kinerja Perubahan tahun

2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2

sasaran

Rincian

realisasi

indikator

kinerja pada PK 2025 yang disusun

No | Tujuan / Sasaran Indikator Target Realisasi % Capaian
Kinerja
1. | Meningkatkan Jumlah 4 dokumen 4 dokumen 100%
penataan  organisasi | Dokumen
pemerintah daerah dan | Penataan
tata laksana | Organisasi
penyelenggaraan dan Tata
pemerintahan dan | Laksana
pelayanan publik Pemerintah
Daerah
2. | Meningkatnya Indeks 92,5 92,33 99.81%
Kepuasan Masyarakat | Kepuasan
dalam hal Pelayanan Masyarakat
Publik yang Merata
dan Berkualitas di
Kecamatan
3. | Meningkatnya Fasilitas | Persentase 97,5% 97,5% 100%
Kesejahteraan fasilitasi
Masyarakat Kesejahteraan
Kecamatan Masyarakat
yang

dilaksanakan




4. | Terjaganya Persentase 100% 100% 100%
ketertiban umum dan | Tingkat
ketentraman Penyelesaian
masyarakat Laporan dan
Kecamatan di Pelanggaran
Ketertiban
Umum serta
Ketentraman
Masyarakat
5. | Meningkatnya kualitas | Nilai ~ SAKIP B(67) A (80,41) 120%
pengelolaan keuangan OPD
dan aset daerah yang
professional, efektif,
dan efisien
6. | Meningkatnya Persentase 92% 92% 100%
Efektifitas Pencapaian | Indikator

Target Kinerja

Perangkat Daerah

Program yang

tercapai

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan

bahwa:

Sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama

dengan atau diatas 100%

Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi

dibawah 100%

Rincian

realisasi
berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

indikator

kinerja pada PK 2025 yang disusun

No | Tujuan / Sasaran Indikator Target Realisasi % Capaian
Kinerja
1. | Meningkatnya Kualitas | Indeks 4,3 3,17 73,72%
Pelayanan Publik di | Pelayanan
Kecamatan Publik
Kecamatan

(Indeks)




2. | Meningkatnya Indeks 93,5 92,33 98,74%
Kepuasan Masyarakat | Kepuasan
terhadap Pelayanan | Masyarakat
Publik di Kecamatan (Indeks)

3. | Meningkatnya Presentase 100% 100 100%

akuntabilitas kinerja | Capaian

dan efektivitas | Kinerja

pencapaian target | Program

kinerja perangkat | yang

daerah Tercapai (%)
Nilai  Sakip 81 80,41 99%
Kecamatan
(Angka)

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan

bahwa:

- Sebanyak 1 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama
dengan atau diatas 100%

- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi
dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi Kecamatan Kencong, yaitu :

1. keterbatasan sarana prasarana dan kendala teknis sistem informasi
2. belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan
publik
3. pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal
4. belum optimalnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam
menjaga ketertiban umum
Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar
Rp3.067.535.140,00 atau 78,24%. dari total pagu anggaran sebesar
Rp3.920.691.860,40

Vi




Capaian Kinerja Kecamatan Kencong diharapkan dapat meningkat dari tahun
ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan

harapan tersebut
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan
bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP
merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam
Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan
/ atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

B. TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja

instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Kencong pada tahun 2025 berpedoman

pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 21 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di

Kabupaten Jember sebagai berikut :

1) Kecamatan Kencong merupakan unsur perangkat daerah sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam
rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum
yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

2) Kecamatan Kencong dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



3)

4)

Kecamatan Kencong mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau
Kelurahan;

h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di
wilayah Kecamatan;

i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan; dan

j- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Kecamatan Kencong dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta
pengembangan kehidupan demokrasi;

b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik
wilayah antar provinsi dan daerah;

d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan
pembangunan diwilayah kecamatan,;

e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian
terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa

berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;



o)

qg.

Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,
pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala
desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga
kemasyarakatan desa;

Pelaksanaan  Pemberian fasilitasi pemilihan  kepala desa,
merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat
desa;

Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan
kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja

sama desa dengan pihak ketiga;

. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan

pendayagunaan ruang desal/kelurahan, penetapan dan penegasan
data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati
melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan,;

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan
kinerja dan disiplin pegawai; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Kencong terdiri dari :

a.
b.

@ = o a o

Camat;
Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
Seksi Pemerintahan;
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
Seksi Pelayanan Umum;
Kelompok Jabatan Fungsional.



- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.

- Masing - masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Camat.

- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan
Kencong di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor
37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
- SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang
memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa
jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Kencong yang dituangkan pada
Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah
personil Kecamatan Kencong yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan
keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 24
orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja
idealnya sebanyak 24 orang, sehingga secara kuantitatif telah terpenuhi dan
sesuai dengan kebutuhan organisasi. Komposisi pegawai keseluruhan adalah

sebagai berikut

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Kencong Tahun 2025
Jabatan Kebutuhan Bezetting L [P
> |SD|[SMA|[D3|sS1[s2|y |SD|SMA|D3|S1]|S2

Jabatan Pimpinan - - - -1 -T-1-7 - - -1 -1 -
Tinggi
Jabatan Administrasi - - - - - - - - - -l -] -] -

1. Administrator 2| - - -t 2f - - -1 1] 2

2. Pengawas 6 | - 1 -1 4114 - 1 - 1211131

3. Pelaksana 16| - 11 - |5 18 | 1 M 23] -116|2
Jabatan Fungsional - | - - N - -1 -1T-1-7-
Jumlah 24 | - 12 | - |10 2 [24| 1 12 |2 |7 2[21]3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kencong 2025 per tanggal 31 Desember 2025



Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya kesesuaian antara kebutuhan
pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai
Kecamatan Kencong sudah memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban
kerja di Kecamatan Kencong Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan
dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi,
dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan

tenggat waktu penyelesaian tugas.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada
sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan
ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Kencong bertempat
di Jalan Diponegoro No. 323 Kencong 68167

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Kencong cukup
memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar kantor, namun demikian perlu
dilakukan beberapa penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi
pencapaian target kinerja sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Kencong yang
cukup tinggi.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Kencong adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Kencong Per 31 Desember 2025
No Sarana Prasarana Jumlah Kondisi Jiudn;La:h
I | TANAH 18 18
1 | Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja 1 baik 1
2 | Tanah Untuk Jalan Kabupaten 17 baik 17
Il | PERALATAN DAN MESIN 221 221
1 | Electric Generating Set 1 baik 1
2 | Kendaraan Dinas Bermotor 1 baik 1
3 | Kendaraan Bermotor Operasional Lap 1 baik 1
4 | Kendaraan Bermotor Roda 2 6 baik 6
5 | Alat Penggandaan (Mesin Foto Copy) 1 baik 1
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor .
8 (Lemari,Filling Cabinet, Brankas) 20 baik 20
9 [ Alat Kantor Lainnya (Mesin Absensi, Papan 6 baik 6




Jumlah

No Sarana Prasarana Jumlah Kondisi ideal
Pengumuman Dst)
10 Meubelair (Kursi, Meja, Kasur, Bangku 42 baik 42
Tunggu)
11 | Alat Pendingin (Lemari Es, AC ) 15 baik 15
Alat Rumah Tangga lainnya (Televisi,
12 | Sound System, Mesin jahit, Lambang 10 baik 10
Garuda Pancasila)
13 | Meja Kerja/Pejabat 24 baik 24
14 | Meja Rapat Pejabat 6 baik 6
15 | Kursi Kerja Pejabat 24 baik 24
16 | Kursi Tamu Ruangan Pejabat 1 baik 1
17 | Lemari dan Arsip Pejabat 3 baik 3
18 | Peralatan Audio Studio 3 baik 3
19 Perglatan Studio Vidio (Camera, Layar 3 baik 3
Projector)
20 | Alat Komunikasi Telepon 2 baik 2
21 | Alat Komunikasi SSB 1 baik 1
22 | Alat Non Senjata Api (Whell Borow) 1 baik 1
23 Personal Computer (PC,Lap Top, Note 16 baik 16
Book)
24 | Peralatan Komputer (Scanner) 1 baik 1
25 | Peralatan Personal Computer (Printer) 27 baik 27
26 | Alat Pendukung Pencarian (Tenda) 6 baik 6
Il | GEDUNG DAN BANGUNAN 4 4
27 | Bangunan Gedung Kantor 1 baik 1
28 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2 baik 2
29 | Rumah Negara Gol lll 1 baik 1
IV | JALAN JARINGAN DAN IRIGASI 26 26
30 | Jalan Kabupaten 6 baik 6
31 | Jalan Desa 20 baik 20
V | ASET TETAP LAINNYA 20 20
32 | Buku Geografi, Sejarah 2 baik 2
33 | Piala 18 baik 18
Jumlah 289 289

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Kencong 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya
yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada



masyarakat dalam jangka panjang.
Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Kencong dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Kualitas Pelayanan Publik masih perlu ditingkatkan, inovasi pelayanan dan
pemanfaatan teknologi belum optimal, sementara tuntutan Masyarakat
terhadap pelayanan yang cepat, mudah dan transparan semakin tinggi.

2. Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat desa belum
sepenuhnya berbasis pada potensi unggulan wilayah/desa.

3. Kondisi infrastruktur pendukung di wilayah baik jalan, drainase dan
pengelolaan lingkungan masih perlu peningkatan guna mendukung
pelayanan dan aktivitas Masyarakat.

4. Tata Kelola Pemerintahan di Tingkat kecamatan masih memerlukan
penguatan dalam hal koordinasi, tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja
agar lebih efektif dan selaras dengan kebijakan daerah.

5. Pengelolaan potensi pariwisata belum dikelola secara optimal dan belum
memberikan  kontribusi maksimal terhadap peningkatan ekonomi
Masyarakat.

6. Jarak layanan pemadam kebakaran yang relative jauh dari wilayah
kecamatan kencong menyebabkan respon penanganan kebakaran belum
optimal sehingga diperlukan penguatan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas
sektor.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan
Kencong Tahun 2025

No Saran / Rekomendasi Tindak Lanjut

Menyusun matriks perencanaan | Penyusunan matriks
hubungan kinerja dan aktivitas antar | perencanaan kinerja antar bidang
bidang secara lengkap dan terintegrasi | yang terintegrasi dengan baik

1 dengan baik, serta menunjukkan | antara sasaran strategis,
keterkaitan yang jelas antara berbagai | indikator kinerja (IKU) ,
aspek kinerja dan strateqgi program/kegiatan dan bidang

penangung jawab (Dokumen
Renja dan IKU)

Menyusun jadwal dan laporan | Menyusun jadwal monitoring
monitoring dan evaluasi atas | evaluasi berkala, laporan capaian
2 pelaksanaan rencana aksi secara rutin, | dan tindak lanjut (Dokumen
konsisten dan berkala dengan | Renja dan IKU)

mencantumkan perkembangan kinerja




dan tindak lanjutnya, jika diperlukan

rencana aksi bisa direvisi atau

disesuaikan berdasarkan hasil

pemantauan.

Menyusun pedoman teknis | Penyusunan pedoman teknis

pengukuran kinerja dan pengumpulan
data kinerja dengan disertai definisi
operasional yang jelas dan terperinci
untuk masing-masing indikator

pengukuran dan pengumpulan
data kinerja. (Indikator Kinerja
dalam Renja dan LKIP)

Menjabarkan mekanisme
pengumpulan data kinerja dengan
memperhatikan konsistensi dan
keandalan data yang diperoleh,
termasuk mencantumkan sumber data
yang jelas dan terverifikasi sehingga
mudah diakses ketika terjadi audit atau
evaluasi

Pengumpulan Data kinerja
diakukan secara konsisten
(Menyusun SOP Pengumpulan
Data Kinerja)

Melaksanakan evaluasi kinerja individu | Menyusun  laporan  evaluasi
secara berkala dengan frekuensi waktu | kinerja individu secara rutin
yang ideal atau konsisten. (Laporan SKP Individu per
triwulan)
Hasil pengukuran kinerja harus | Melaksanakan analisis hasil
menjadi dasar utama dalam | pengukuran kinerja secara
penyesuaian strateqi, kebijakan, | berkala untuk mengidentifikasi
aktivitas, dan alokasi anggaran untuk | capaian, hambatan serta

mendukung pencapaian kinerja yang
efektif

kebutuhan penyesuaian strategi,
kebijakan dan alokasi anggaran

Menjadwalkan reviu paling lambat 30
hari setelah penyusunan laporan
kinerja selesai, sebelum dokumen
disampaikan ke pihak eksternal atau
dipublikasikan, kemudian dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Reviu yang
berisi temuan, saran perbaikan, serta
tindak lanjut yang perlu dilakukan.
Hasil reviu menjadi dasar revisi
laporan atau penyesuaian lain untuk
perbaikan kinerja.

Menyusun Berita Acara Hasil
Internal yang berisi temuan dan
saran perbaikan dan tindak lanjut
(Berita acara hasil reviu LKIP)

Menyusun Laporan Kinerja dengan

memberikan informasi dan analisis
yang mendalam tentang capaian,
hambatan, dan upaya perbaikan
kedepan

Melakukan penyusunan  hasil
capaian kinerja yang memuat
informasi  pencapaian target,
hambatan dan upaya perbaikan
secara lebih detail




Melaksanakan evaluasi akuntabilitas | Menyusun evaluasi akuntabilitas
Kinerja Internal dengan berkualitas | kinerja internal yang mengacu
sesuai standar, pendalaman yang | pada standar evaluasi kinerja
memadai, mencakup semua aspek
yang diperlukan untuk pemahaman
9 yang komprehensif terhadap kinerja
yang dilakukan dan dilakukan oleh
SDM yang memadai dengan
kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang
tepat untuk mdlaksanakan evaluasi
secara efektif.

Memastikan hasil evaluasi | Mengintegrasikan hasi evaluasai
akuntabilitas kineja internal | ke dalam penyusunan rencana
dimanfaatkan secara nyata sehingga | kerja berikutnya

dapat mendukung peningkatan

10 efektifitas dan  efisiensi  kinerja
organisasi serta mencegah
berulangnya permasalahan kinerja
yang sama.
Kecamatan Kencong  Kabupaten | Menyusun matriks rencana aksi
Jember untuk segera menyusun | tindak lanjut atas rekomendasi
rencana aksi tindak lanjut atas | hasil evaluasi AKIP Triwulan Il
11 | rekomendasi hasil evaluasi | Tahun 2025
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sampai triwulan Il Tahun
2025.

Sumber : LHE SAKIP Kecamatan Kencong Tahun 2025 Triwulan 3




BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan

pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat

PD tahun 2025, dengan cascading kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

RPJMD 2021 - 2026

Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026

Misi Membangun tata kelola
pemerintahan yang kondusif
antara eksekutif, legislatif,
masyarakat, dan komponen

pembangunan daerah lainnya

Tujuan : Meningkatnya Tata kelola
Pemerintahan yang Efektif, melalui
Sinergis dengan Seluruh Elemen
Pembangunan Daerah dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas tata
kelola  pemerintahan  yang

profesional, efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya penataan
organisasi pemerintah daerah
dan tata laksana
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan public
Meningkatnya

kualitas

Tujuan 1 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang profesional, efektif, dan
efisien.

Sasaran :

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian
Target Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun
2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029.
Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang

perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan

Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-
PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
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pelayanan publik yang efektif
dan inovatif.

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan
organisasi pemerintah daerah dan tata

laksana penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik
Sasaran :
1. Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat dalam hal Pelayanan
Publik yang Merata dan Berkualitas
di Kecamatan

2. Meningkatnya Fasilitasi
Kesejahteraan Masyarakat di
Kecamatan

3. Terjaganya ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di
Kecamatan

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

RPJMD 2025 - 2029 Renstra Th. 2025 - 2029

1 Misi : Membangun Birokrasi Yang

Profesional, Humanis Dan

Melayani Serta Penerapan

Teknologi Informasi Untuk

Meningkatkan Inovasi Pelayanan

Publik

Tujuan : Terwujudnya birokrasi

dan pelayanan publik yang

berkualitas dan inovatif.

Sasaran : Meningkatnya kualitas | Tujuan :

pelayanan publik yang efektif dan | Meningkatnya kualitas pelayanan

inovatif. publik di kecamatan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik di kecamatan.

2. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan efektivitas pencapaian
target kinerja perangkatt daerah.

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :
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Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kencong
Tahun 2021-2026

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Target
No | Tuiuan/Sasaran Indikator Akhir
Strategis 2021 2022 | 2023 2024 | 2025 | 2026 | Renstra
(2026)
1. | Meningkatnya Nilai SAKIP B B B B B B B
kualitas OPD (63,17) (64) (65) (66) (67) (68) (68)
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang
profesional,
efektif,dan efisien.
Meningkatnya Persentase 86,86% | 90% 91% | 91,5% | 92% | 92,5% | 92,5%
Efektifitas Penca | Indikator
paian Target | Program yang
Kinerja Perangkat | tercapai
Daerah
2. | Meningkatnya Jumlah 4 4 4 4 4 4 4
penataan Dokumen Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
organisasi Penataan
pemerintah Organisasi
daerah dan tata | dan Tata
laksana Laksana
penyelenggaraan | Pemerintah
pemerin tahan | Daerah
dan pelayanan
publik
Meningkatnya Indeks 90 91 91,5 92 92,5 93 93
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
dalam hal
Pelayanan Publik
yang Merata dan
Berkualitas di
Kecamatan
Meningkatnya Persentase 68,67% | 96% | 96,5% | 97% | 97,5% | 98% 98%
Fasilitasi Fasilitasi
Kesejahteraan Kesejahteraan
Masyarakat di | masyarakat
Kecamatan yang
dilaksanakan
Terjaganya Persentase 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
ketertiban umum | Tingkat
dan ketentraman | Penyelesaian
masyarakat di | Laporan
kecamatan dan
Pelanggaran
Ketertiban
Umum  serta
Ketentaraman
Masyarakat

Sumber data : tabel TC 25 Perubahan Renstra Kecamatan Kencong Tahun 2021-2026
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Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kencong
Tahun 2025-2029

. Kondisi | Target Kinerja Sasaran pada | Target
Tujuan/ _ Awal/ Tahun Akhir
No Sasarap Indikator Baseline Renstra
Strategis 2024 | 2025 [ 2026 [ 2027 [ 2028 | 2029 | (2029)
1 | Meningkatnya | Indeks 2,7 4,3 | 4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,67 4,67
Kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik
Publik di Kecamatan.
Kecamatan (Indeks)
Meningkatknya | Indeks 93 93,5 | 94 95 96 97 97
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
terhadap (Indeks)
Pelayanan
Publik di
Kecamatan
Meningkatnya | Presentase 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
Akuntabilitas Capaian
Kinerja dan | Kinerja
Efektivitas Program
Pencapaian yang
Target Kinerja | Tercapai
Perangkat (%)
Daerah Nilai Sakip | 68,41 81 82 83 84 85 85
Kecamatan
(Angka)
Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Kencong Tahun 2025-2029
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core

business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong yang ditetapkan
berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .
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Tabel 2.5 IKU Kecamatan Kencong Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

NO.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PERHITUNGAN DAN
PENJELASAN

BIDANG
PENANG
GUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

Meningkatnya
penataan
organisasi
pemerintah
daerah dan
laksana
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik.

tata

Jumlah
Dokumen
Penataan
Organisasi dan
Tata Laksana
Pemerintah
Daerah

Penjelasan Indikator :
- Tersedianya
Dokumen Penataan
Organisasi dan Tata
Laksana Pemerintah
Daerah, antara lain
berupa :
v'Dokumen LAKIP
v'Dokumen
(antara
dokumen
beserta
ABK,
jabatan)
v'Dokumen
Organsasi/
kelembagaan antara
lain  berupa data
pengisian evaluasi
mandiri kematangan
organisasi, laporan
sistem kerja
v'Dokumen Pelayanan
Publik dan Tata
Laksana (antara lain
berupa dokumen
Standar  Pelayanan,
dokumen SOP
pelayanan publik,
laporan Survei
Kepuasan
Masyarakat,
Forum
Publik/FKP,
proses bisnis)

Anjab

lain berupa
anjab,
dokumen
dan peta

Penataan

laporan
Konsultasi
peta

Camat

Data
penataan
organisasi,
kinerja
pelayanan
publik dan
tata laksana

Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat dalam
hal Pelayanan
Publik yang
Merata dan
Berkualitas di
Kecamatan

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Penjelasan Indikator :

1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
merupakan data dan
informasi tentang
tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik

2. Perhitungan nilai IKM

datanya diinput dan
diolah menggunakan

-Seksi
Pemerinta
han

-Seksi
Pelayanan
Umum
-Seksi
PMKS
-Seksi
Trantib

SUKMA-E
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NO.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PERHITUNGAN DAN
PENJELASAN

BIDANG
PENANG
GUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

3. Indeks

4. Unsur

melalui Sistem

Informasi (e-SUKMA)

Kepuasan

Masyarakat

berpedoman

PermenPANRB

nomor 14 tahun 2017

tentang Pedoman

Penyusunan Survei

Kepuasan

Masyarakat

Pelayanan Publik

pelayanan

yang dinilai dalam

IKM, meliputi:

- Kesesuaian
persyaratan

- Sistem,
mekanisme dan
prosedur
pelayanan

- Waktu
penyelesaian

- Biaya / tarif

- Produk
Spesifikasi, Jenis
Pelayanan

- Kompetensi
pelaksana

- Perilaku
pelaksana

- Penanganan
pengaduan ,
saran dan
masukan

- Kualitas sarana
dan prasarana

pada

Unit

Meningkatnya
Fasilitasi
Kesejahteraan
Masyarakat
Kecamatan

Persentase
Fasilitasi
Kesejahteraan
masyarakat
yang
dilaksanakan

Formulasi Kegiatan
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
difasilitasi

yang

x 100%

Jumlah
pemberdayaan

kegiatan

Seksi
PMKS

Dokumen
laporan
fasilitasi
kegiatan
pemberdaya
an
masyarakat
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BIDANG

INDIKATOR FORMULASI
NO. | KINERJA UTAMA KINERJA PERHITUNGAN DAN PgﬁﬁléG Sg“:?ER
UTAMA PENJELASAN JAWAB
masyarakat yang
ditargetkan/
direncanakan
Penjelasan :
- Kegiatan
pemberdayaan
Masyarakat adalah
seluruh kegiatan
pemberdayaan
ekonomi dan sosial
masyarakat, antara
lain berupa pelatihan
keterampilan,
sosialisasi, fasilitasi
penyaluran bantuan
bahan /alat
4. | Terjaganya Persentase Formulasi Perhitungan | Seksi Dokumen
ketertiban umum | Tingkat . Trantib laporan/
dan ketentraman | Penyelesaian aduan
masyarakat di | Laporan dan | Jumlah laporan/aduan pelanggaran
Kecamatan Pelanggaran pelanggaran ketertiban ketertiban
Eﬁ:imban corta | UMUm dan ketentraman Eg’:gmrar:::
Ketentaraman masyaquat yo masyarat di
Masyarakat diselesaikan. kecamatan
x 100%

Jumlah laporan/ aduan
pelanggaran ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat yg masuk

Penjelasan indikator :

- Laporan/aduan
pelanggaran
ketertiban umum dan

ketentraman
masyarakat yang
masuk adalah

berdasarkan Laporan
gangguan ketertiban
dan ketentraman
umum melalui
berbagai media
pengaduan antara lain
laporan langsung
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NO.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PERHITUNGAN DAN
PENJELASAN

BIDANG
PENANG
GUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

(lisan) , surat
pengaduan, melalui
pesan singkat pada
nomor WA
pengaduan, SPAN
Lapor ataupun media
sosial kecamatan.

Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang
profesional,
efektif, dan efisien.

Nilai
OPD

SAKIP

Penjelasan Indikator :

1. Nilai SAKIP PD
adalah Nilai Hasil
evaluasi atas
implementasi  AKIP
PD yang
penilaiannya
dilakukan oleh
evaluator Kabupaten
Jember
Kategori dan nilai
hasil evaluasi AKIP
berpedoman pada
PermenPANRB
nomor 88 tahun
2021 dan Pedoman
Evaluasi Internal di
Pemkab Jember

Camat

Laporan
Hasil
Evaluasi
(LHE) AKIP-
PD

Meningkatnya
Efektifitas
Pencapaian
Target Kinerja
Perangkat Daerah

Persentase
Indikator
Program yang
tercapai

Formulasi

perhitungan:
Jumlah indikator
program yang
tercapai.

x 100%
Jumlah seluruh
indikator program

Penjelasan indikator:

- Indikator program
adalah indikator
seluruh program PD
yang direncanakan
pada tahun 2024

Sekcam

LAKIP
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BIDANG

INDIKATOR FORMULASI
NO. | KINERJA UTAMA KINERJA PERHITUNGAN DAN P(E;ll\jﬁréG Sgﬂ?ER
UTAMA PENJELASAN JAWAB
berdasarkan
dokumen renja, dan
DPA

Sumber : Keputusan Camat Kencong No. 000.8.6.3/22/35.09.02/2025 tahun 2025 tentang IKU Kecamatan Kencong.

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23

September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Kencong Berdasarkan Renstra 2025-2029

TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI
OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANG
GUNG
JAWAB

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik di
Kecamatan

Indeks
Pelayanan
Publik
Kecamatan.
(Indeks)

IPP =

(25% x
form 03)

(75% x
nilai form 02) +
nilai

. Indeks
Pelayanan
Publik (IPP)
adalah
instrumen
penilaian
kualitas
pelayanan
publik yang
dikembang
kan
Kementerian
Pendayagu
naan Aparatur
Negara Dan
Reformasi
Birokrasi
berpedoman
pada Menteri
Pendayagu
naan Aparatur
Negara Dan
Reformasi
Birkorasi
Republik
Indonesia
Nomor 5
Tahun 2023
Tentang
Mekanisme
Dan Instrumen

Dokumen
peneta

pan  Nilai
IPP  Tim
Organisasi

Camat
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TUJUAN / 'NK'?LKE‘;EOAR FORMULASI DEFINISI | SUMBER Pgmg‘;
SASARAN UTAn PENGUKURAN | OPERASIONAL | DATA AR
Pemantauan

Dan Evaluasi
Kinerja
Penyelenggar
aan

Pelayanan
Publik

. IPP

Perangkat
Daerah
adalah angka
indeks  hasil
penilaian
mandiri (Form
F-01)
Perangkat
Daerah,
setelah
dilakukan
pengolahan
data dan
review oleh
Tim Pengolah
Data Bagian
Organisasi

. Form 01

adalah  form
isian /
asesmen
mandiri
perangkat
Daerah pada 6
aspek kualitas
pelayanan
publik, yaitu
Aspek
kebijakan
pelayanan,
aspek
profesionalism
e, sarana
prasarana,
sistem
informasi,
konsultasi /
pengaduan,
dan inovasi

. Form 03
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TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI

OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANG
GUNG
JAWAB

adalah  form
isian dari
masyarakat/
pengguna
layanan
perangkat
daerah dan
unit pelayanan
publik

. Form 02

adalah Form

asesment Tim

Bagian

Organisasi

terhadap isian

Form 01

perangkat

Daerah

dengan

pembobotan
per aspek :

Aspek

Kebijakan

Pelayanan

(24%) per

aspek

sebagai
berikut :

e Tersedia
Standar
Pelaya
nan (SP)
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
yang
berlaku
(Bobot
17,0%)

e Proses
penyusu
nan dan
perubahan
SP telah
melibatkan
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TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI

OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANG
GUNG
JAWAB

unsur
masyarakat
(bobot 14,0
%)
Jumlah
media
publikasi
untuk
komponen
service
delivery.
(bobot
7,0%)
Telah
dilakukan
peninjauan
ulang
secara
berkala
atas
Standar
Pelayanan
dan  hasil
peninjauan
ulang
tersebut
telah
ditindaklanj
uti.  (bobot
14,0%)
Pemenuhan
siklus
Maklumat
Pelayanan
(ketersedia
an,
penetapan,
dan
publikasi).
(bobot
10,0%)
SKM yang
dilaksana
kan sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
PANRB
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TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI

OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANG
GUNG
JAWAB

(bobot
17,0%)

e Jumlah
media
publikasi
hasil SKM.
(bobot
7,0%)

e Persentase
tindak lanjut
hasil SKM
yang
ditindaklanj
uti.  (bobot
7,0%)

e Kecepatan
tindak lanjut
hasil SKM
seluruh
jenis
pelayanan
(bobot 7,0
%)

Aspek
Profesionali
sme (Bobot
25%)

o Tersedia
waktu
pelayanan
yang
memudahk
an
pengguna
layanan
(bobot
10,0%)

e Tersedia

Kode Etik
dan Kode
Perilaku
Pelaksana
dan/atau
Budaya
Pelayanan
di
lingkungan
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TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI
OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANG
GUNG
JAWAB

instansi
(bobot
20,0%)

e Tersedia
mekanisme
yang
dibangun
untuk
menjaga
dan
meningkatk
an motivasi
kerja
Pelaksana
pelayanan
(bobot 20,0
%)

e Tersedia
kriteria
pemberian
pengharga
an bagi
pegawai
yang
berprestasi
(bobot
20,0%)

e Tersedia
pelaksana
yang
menerap
kan budaya
pelayanan
(bobot
30,0%)

Aspek
Sarana dan
Prasarana
(18%)

e Tersedia
tempat
parkir
dengan
fasilitas
pendukung
yang
memadai.
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TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI
OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANG
GUNG
JAWAB

(bobot 15%)
e Tersedia
ruang
tunggu
dengan
fasilitas
wajib  dan
pelengkap.(
bobot 23%)
e Tersedia
sarana toilet
pengguna
layanan
yang layak
pakai.
(bobot 20%)
e Tersedia
sarana
prasarana
bagi
pengguna
layanan
kelompok
rentan
(bobot 20%)
e Tersedia
sarana
prasarana
penunjang.
(bobot 11%)
e Sarana
Front Office
(FO) bagian
Informasi di
unit
layanan.
(bobot 11%)

Aspek
SIPP
(Bobot 11%)

o tersedia
sistem
informasi
pelayanan
publik untuk
informasi
publik
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TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI

OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANG
GUNG
JAWAB

(bobot
30,0%)
Tersedia
sistem
informasi
pelayanan
publik
pendukung
operasional
pelayanan
(bobot
20,0%)
Kualitas
pengguna
an SIPP
Elektronik
(Website/Ap
likasi)
(bobot
20,0%)
Pemuktahir
an data dan
informasi
kanal digital
(bobot
30,0%)

Aspek
Konsultasi
Pengaduan
(Bobor 10%)

Tersedia
sarana
konsultasi
dan
pengadu
an secara
tatap

muka yang
berkualitas
(bobot
20,0%)
Tersedia
sarana
dan

media
konsultasi
serta
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TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI
OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANG
GUNG
JAWAB

pengadu
an yang
bisa
dimanfaat
kan semua
lapisan
masyara
kat (bobot
25,0%)

e Tersedia
akuntabili
tas  hasil
konsultasi
dan/atau
pengadu
an (bobot
25,0 %)

e Tersedia
tindak
lanjut atas
konsultasi
dan
pengadu
an dari
semua
lapisan
masyara
kat. (bobot
30,0%)

Aspek Inovasi
(12%)

e Penciptaan
Inovasi
Pelayanan
Publik 50%

e Sumber
daya yang
mendukun
g
keberlanju
tan Inovasi
Pelayanan
Publik 50%

f. Kategori dan

Nilai IPP :

o Kategori
A (4,51-
500) =
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INDIKATOR PENANG
TUJUAN / KINERJA FORMULASI DEFINISI SUMBER

GUNG
SASARAN UTAMA PENGUKURAN | OPERASIONAL DATA JAWAB

Pelaya
nan Prima

o Kategori
A- (4,01-
4,50) =
Sangat
Baik

o Kategori
B (3,51-
4,000 =
Baik

o Kategori
B (3,01-
3,50) =
Baik (DC)

o Kategori C
(2,51-
3,00) =
Cukup

o Kategori
C- (2,01-
2,50) =
Cukup
(DC)

e Kategori D
(1,51-
2,00) =
Prioritas
Pembina
an

o Kategori E
(1,01-
1,50) =
Prioritas
Pembina
an

Sumber : Keputusan Camat Kencong No 000.7.2.7/32/35.09.02/2025 tahun 2025 tentang IKU Kecamatan Kencong
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan
kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman
pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Kencong tahun 2021-2026 adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kencong Tahun 2025

Target
No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun
2025
1 | Meningkatnya Efektifitas | Persentase Indikator Program 92%

Pencapaian Target Kinerja | yang tercapai
Perangkat Daerah
2 | Meningkatnya Kepuasan | Indeks Kepuasan Masyarakat 92,5
Masyarakat dalam hal Pelayanan
Publik  yang Merata  dan
Berkualitas di Kecamatan

3 | Meningkatnya Fasilitasi | Persentase Fasilitasi | 97,5%
Kesejahteraan Masyarakat di | Kesejahteraan masyarakat
Kecamatan yang dilaksanakan

4 | Terjaganya ketertiban umum dan | Persentase Tingkat | 100%
ketentraman  masyarakat di | Penyelesaian Laporan dan
Kecamatan Pelanggaran Ketertiban

Umum serta Ketentaraman
Masyarakat

5 | Meningkatnya penataan | Jumlah dokumen penataan 4
organisasi pemerintahan daerah | otganisasi dan tata laksana | Dokumen
dan tata laksana | pemerinntah daerah

penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayana public

6 | Meningkatnya kualitas | Nilai Sakip (OPD) B(67)
pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang professional,efektif
dan efisien.

Sumber : Dokumen PK tahun 2025
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Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan

anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program Anggaran Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 3.160.652.155,00 Sumber Dana APBD
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan Rp. 893.700.000,00 Sumber Dana APBD
Pelayanan Publik

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Rp. 376.722.100,00 Sumber Dana APBD
Kelurahan

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Rp. 236.432.400,00 Sumber Dana APBD
Umum

Jumlah Rp. 4.667.506.655,00 Sumber Dana APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Kencong melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian

Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan

penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Kencong Tahun 2025

Target
No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun
2025
1. | Meningkatnya Kualitas | Indeks  Pelayanan  Publik 4,3
Pelayanan Publik di Kecamatan | Kecamatan (Indeks)
2. | Meningkatnya Kepuasan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 93,5
Masyarakat terhadap Pelayanan | (Indeks)
Publik di Kecamatan
3. | Meningkatnya akuntabilitas | Presentase Capaian Kinerja | 100%
kinerja dan efektivitas | Program yang Tercapai (%)
pencapaian target kinerja | Nilai Sakip Kecamatan 81
perangkat daerah (Angka)

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025
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Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan

anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Rp.

Daerah Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rp.

Pelayanan Publik

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.

dan Kelurahan

4. Koordinasi Ketentraman dan Rp.

Ketertiban Umum

Jumlah Rp.

Anggaran Keterangan

2.911.311.160,40 Sumber Dana P-APBD

797.300.000,00 Sumber Dana P-APBD
143.419.500,00 Sumber Dana P-APBD

68.661.200,00 Sumber Dana P-APBD

3.920.691.860,40 Sumber Dana P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Progam dan kegiatan di susun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran.pada

tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025, dalam rangka kebijakan

penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung progam prioritas Kepala Daerah.

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran

dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No

Program/ Sebelum Pergeseran Sesudah
Kegiatan/ Sub Perubahan Anggaran Perubahan
Kegiatan (Rp) (Rp)

Bertambah/

Berkurang (R
(Rp) g (Rp)

2 3

5 6=(5-4)

PROGRAM 3.160.652.155,00 | 2.905.257.160,00 | 2.911.311.160,40 6.054.000,40

PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA

1.1

Kegiatan 2.349.248.887,00 | 2.347.889.160,40 | 2.347.891.160,40 2.000,00

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

1.1.1

Sub kegiatan | 2.255.288.887,00 | 2.255.289.160,40 | 2.255.291.160,40 2.000,00

Penyediaan  Gaji
dan Tunjangan
ASN

Sub Kegiatan 93.960.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00

Pelaksanaan
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No

Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Sebelum
Perubahan

(Rp)

Pergeseran
Anggaran

(Rp)

Sesudah
Perubahan

(Rp)

Bertambah/
Berkurang (Rp)

2

3

4

5

6=(5-4)

Penatausahaan
dan Penguijian/
Verifikasi
Keuangan SKPD

1.2

Kegiatan
Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

99.034.400,00

38.185.900,00

46.143.300,00

7.957.400,00

1.2.1

Sub Kegiatan
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

65.484.400,00

25.935.900,00

31.523.300,00

5.587.400,00

1.2.2

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

33.550.000,00

12.250.000,00

14.620.000,00

2.370.000,00

1.3

Kegiatan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

92.761.368

0,00

0,00

0,00

1.3.1

Pengadaan Mebel

51.985.074,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

40.776.294,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

514.594.900,00

460.787.900,00

452.696.500,00

(8.091.400,00)

1.4.1

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

514.594.900,00

460.787.900,00

452.696.500,00

(8.091.400,00)

1.5

Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

105.012.600,00

58.394.200,00

64.580.200,00

6.186.000,00
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No

Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Sebelum
Perubahan

(Rp)

Pergeseran
Anggaran

(Rp)

Sesudah
Perubahan

(Rp)

Bertambah/
Berkurang (Rp)

2

3

4

5

6=(5-4)

1.5.1

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,

dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
atau
Kendaraan
Jabatan

Dinas

Dinas

50.001.000,00

33.126.000,00

37.501.000,00

4.375.000,00

1.5.2

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Operasional
atau Lapangan

Dinas

36.920.000,00

20.445.000,00

20.445.000,00

0.00

1.5.3

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

18.091.600,00

4.823.200,00

6.634.200,00

1.811.000,00

PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK

893.700.000,00

784.600.000,00

797.300.000,00

12.700.000,00

21

Kegiatan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan

893.700.000,00

784.600.000,00

797.300.000,00

12.700.000,00

211

Sub Kegiatan
Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

893.700.000,00

784.600.000,00

797.300.000,00

12.700.000,00
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No

Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Sebelum
Perubahan

(Rp)

Pergeseran
Anggaran

(Rp)

Sesudah
Perubahan

(Rp)

Bertambah/
Berkurang (Rp)

2

3

4

5

6=(5-4)

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

376.722.100,00

163.644.500,00

143.419.500,00

(20.225.000,00)

3.1

Kegiatan
Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa

376.722.100,00

163.644.500,00

143.419.500,00

(20.225.000,00)

3.1.1

Sub Kegiatan
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum

Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan  di
Desa

5.886.100,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Sub Kegiatan
Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah

Kecamatan

370.836.000,00

163.644.500,00

143.419.500,00

(20.225.000,00)

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

236.432.400,00

67.190.200,00

68.661.200,00

1.471.000,00

41

Kegiatan
Koordinasi
Penerapan dan
Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Kepala Daerah

236.432.400,00

67.190.200,00

68.661.200,00

1.471.000,00

411

Sub Kegiatan
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang

Tugas dan
Fungsinya di

236.432.400,00

67.190.200,00

68.661.200,00

1.471.000,00
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Program/ Sebelum Pergeseran Sesudah

. Bertambah/
No Kegiatan/ Sub Perubahan Anggaran Perubahan Berkurang (Rp)

Kegiatan (Rp) (Rp) (Rp) 9tvp
1 2 3 4 5 6=(5-4)

Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
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BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan
kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala
Kecamatan Kencong dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja
.menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No | Interval Nilai Realisasi | Kriteria Penilaian Realisasi Kode
Kinerja Kinerja

1 > 90 Sangat Tinggi -

2 76 <90 Tinggi hijau

3 66 <75 Sedang Kuning muda

4 51<65 Rendah Abu tua

5 <50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu
semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau
semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka

capaian kinerjanya menggunakan rumus :
Capaian Kinerja = Realisasi x 100

Target

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negative, yaitu semakin

tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah
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realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya

menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = Target - (Realisasi-Target) x 100

Target

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/
2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja
2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja
berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-
2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian
Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan
Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan

dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)
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Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

Tujuan / Kondisi Capaian Tahun 2025 Tren Realisasi Target Capaian | (Benchmark)
No Sasaran Indikator Awa! / Target | Realisasi % Kriteria | Realisasi | Realisasi | Realisasi Akhir sl/d 2025 Ta_rget
Strategis Baseline (kode) 2022 2023 2024 Renstra | terhadap Nasional/
- 2021 (2026) | target 2026 Regional
7= 13=6/12*10
1 2 3 4 5 6 6/5*100 8 9 10 11 12 0 14
1 | Tujuan 1 Nilai SAKIP | B (63,17) | B (67) | A (80,41) 120% B (64) A (80,87) | B (68,41) B (68) 118% Target Nilai
Meningkatnya OPD AKIP Rata
Kualitas Rata
Pengelolaan Nasional : 71
Keuangan Aset (BB/ Sangat
Daerah yang Baik
profesional,
efektif dan
efisien
2 | Sasaran 1.1 % indikator | 86,86% 92% 92% 100% 91% 88% 91,5% 92,5 99,46% Tidak
Meningkatnya program tersedia data
Efektivitas yang benchmark/
Pencapaian tercapai perbandingan
Target  Kinerja target
Perangkat nasional
Daerah
3 | Tujuan 2 Jumlah 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100% 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100% Tidak
Meningkatnya Dokumen tersedia data
Penataan OPD | Penataan benchmark/
dan Tata | Organisasi perbandingan
Laksana dan Tata target
Penyelenggara Laksana nasional
Pemerintahan Pemerintah
dan Pelayanan | Daerah
Publik
4 | Sasaran 2.1 Indeks 90 92,5 92,33 99,81% 91 85,42 92,80 93 99,28% Tidak
Meningkatnya Kepuasan tersedia data
Kepuasan Masyarakat benchmark/
Masyarakat perbandingan
target
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Tujuan / Kondisi Capaian Tahun 2025 Tren Realisasi Target Capaian (Benchmark)
No Sasaran Indikator Awa! / Target | Realisasi % Kriteria | Realisasi | Realisasi | Realisasi Akhir sl/d 2025 Ta_rget
Strategis Baseline (kode) 2022 2023 2024 Renstra | terhadap Nasional/
- 2021 (2026) | target 2026 Regional
7= 13=6/12*10
1 2 3 4 5 6 6/5*100 8 9 10 11 12 0 14
nasional
5 | Sasaran 2.2 Persentase 68,67 97,5 97,5 100% 96 96,5 97 98 99,49% Tidak
Meningkatnya Fasilitasi tersedia data
Fasilitasi Kesejahtera benchmark/
Kesejahteraan an perbandingan
Masyarakat masyarakat target
nasional
6 | Sasaran 2.3 Persentase 97,65 100 100 100% 100 100 100 100 100% Tidak
Terjaganya Tingkat tersedia data
Ketertiban Penyelesai benchmark/
Umum dan | an Laporan perbandingan
Ketentraman dan target
Masyarakat Pelangga nasional
ran
Ketertiban
Umum serta
Ketentra
man
Masyarakat
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B.1 Analisis ketercapaian Tujuan
Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang
profesional, efektif dan efisien.”
Diukur dengan indikator “ Nilai SAKIP OPD ”
a. Target tahun 2025 tercapai 80,41 dengan persentase capaian 120%. Dengan
demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar-118%
c. Tren realisasi menunjukkan capaian yang tidak stabil tiap tahunnya
d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai
SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kencong
tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara
1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang
penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember. Sebagaimana
tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025
(Surat Nomor 700.1.2.1/15/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 )
2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB
nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember.

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang
profesional, efektif dan efisien ” , didukung oleh sasaran “ Meningkatnya Efektivitas

Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah ”, dengan Indikator “Nilai SAKIP OPD”

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat

Daerah ”,

dengan Indikator “Persentase indikator program yang tercapai”

a. Target tahun 2025 tercapai 92%. Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian sangat tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 99,46%
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c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun.

. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada
data untuk bencmark indikator yang sama.

. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi
/rumus jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh
indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program
yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang
direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen
Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Capaian sasaran 1
berikut :

didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Terhadap Sasaran 1

Program/ Kc.eglatanl Sub Indikator Satuan | Target | Realisasi %.

Kegiatan capaian
PROGRAM Persentase realisasi % 92 92 100%
PENUNJANG URUSAN | anggaran
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/ KOTA
Kegiatan Administrasi | Jumlah laporan | Laporan 43 43 100%
Keuangan Perangkat | pertanggungjawaban
Daerah keuangan
Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Orang yang OB 12 12 100%
Gaji dan Tunjangan ASN | Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN
Sub kegiatan | Jumlah Dokumen | Dokumen 13 12 92%
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penatausahaan dan | Pengujian/  Verifikasi
Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi | Jumlah Laporan | Laporan 12 12 100%
Umum Perangkat | Penyediaan Barang
Daerah dan Jasa
Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Paket | Paket 2 2 100%
Peralatan dan | Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang disediakan
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Program/ Kc.eglatanl Sub Indikator Satuan | Target | Realisasi %.
Kegiatan capaian
Sub kegiatan | Jumlah Laporan | Laporan 12 12 100%
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi | Rapat Koordinasi dan
dan Konsultasi SKPD Konsultasi
Kegiatan = Penyediaan | Jumlah laporan | Laporan 34 12 35,24%
Jasa Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Laporan | Laporan 12 12 100%
Jasa Pelayanan Umum | penyediaan jasa
Kantor pelayanan umum
kantor
Kegiatan Pemeliharaan | Jumlah laporan | Laporan 26 12 46,15%
Barang Milik Daerah | Pemeliharaan Barang
Penunjang Urusan | Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan Unit 2 2 100%
Jasa Pemeliharaan, | Perorangan Dinas
Biaya Pemeliharaan, dan | atau Kendaraan Dinas
Pajak Kendaraan | Jabatan yang
Perorangan Dinas atau | Dipelihara dan
Kendaraan Dinas | dibayarkan pajaknya
Jabatan
Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan Unit 1 1 100%
Jasa Pemeliharaan, | Dinas Operasional
Biaya Pemeliharaan, dan | atau Lapangan yang
Pajak Kendaraan Dinas | Dipelihara dan
Operasional atau | dibayarkan pajaknya
Lapangan
Sub kegiatan Jumlah Gedung Unit 2 2 100%
Pemeliharaan/ Kantor dan Bangunan
Rehabilitasi Gedung | Lainnya yang
Kantor dan Bangunan | dipelihara/
Lainnya direhabilitasi

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya
Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”
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Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar
92% dan terealisasi 92% sehingga % capaian adalah sebesar 100 %

Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antar
seksi dan sinergi dengan antar instansi dalam pencapaian pelaksanaan
program.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana dan

prasarana dan kendala teknis sistem informasi.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya

Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah *

Perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis, selaras

dengan dokumen perencanaan daerah ( RPJMD, Renstra dan Renja )

a.

Terjalinnya koordinasi yang baik antar Instansi dan Pemerintahan Desa dalam
pencapaian pelaksanaan program

Penggunaan aplikasi perencanaan, pengganggaran dan pelaporan (SIPD,
SIPPD) untuk mempermudah pelaksanaan program

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor dalam

menunjang kelancaran pelaksanaan program.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas dan

optimalisasi SDM dalam melaksanakan tugas dan administrasi secara lebih efektif.

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “ Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata

laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.”

Diukur dengan indikator “Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Pemerintah Daerah”

a.

Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan

kriteria capaian sangat tinggi

Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 100%

c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dari tahun ke tahun
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c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data
untuk bencmark indikator yang sama.
d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara
Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan
Daerah, antara lain berupa :
e Dokumen LAKIP
e Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen
ABK, dan peta jabatan)
e Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data
pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja
e Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa
dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan
Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta
proses bisnis)
Sumber data : Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata
laksana

Tujuan “ Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ” , didukung oleh sasaran
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan

Berkualitas di Kecamatan ”,dengan Indikator “ Indeks Kepuasan Masyarakat ”

B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik

yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan ”, dengan Indikator “ Indeks

Kepuasan Masyarakat ”

a. Target tahun 2025 tercapai 92,33 Dengan demikian target tercapai dengan kriteria
capaian sangat tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 99,28%

c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun.

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data

untuk bencmark indikator yang sama.
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e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

1. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan Sistem Inform

(e-SUKMA)

2. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14

tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Publik

3. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM. Meliputi :

e Kesesuaian persyaratan

e Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

e Waktu penyelesaian

e Biaya/ tarif

e Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

e Kompetensi pelaksana

e Perilaku pelaksana

e Penanganan pengaduan, saran dan masukan

¢ Kualitas sarana dan prasarana
Sumber data : SUKMA E

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/

%

. Indikator Satuan | Target | Realisasi .
Sub Kegiatan capaian
PROGRAM Terselenggarakannya % 100% 100 100%
PENYELENGGARAAN | pemerintahan dan
PEMERINTAHAN DAN | pelayanan publik di
PELAYANAN PUBLIK | tingkat kecamatan
Kegiatan Koordinasi | Persentase % 100% 100 100%

Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya
Kegiatan Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
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Sub

Peningkatan Efektifitas | Peningkatan
Kegiatan Pemerintahan | Efektifitas  Kegiatan
di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di

kegiatan | Jumlah Dokumen | laporan 12 12 100%

Tingkat Kecamatan

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di

Kecamatan”

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan
indikator. “ Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di

tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan
terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya koordinasi yang baik
dan sinergi dengan pemerintahan desa dan pemanfaatan teknologi informasi
serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Faktor penghambat ketercapaian program adalah belum optimalnya

pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran “Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan

Berkualitas di Kecamatan “ antara lain :

Terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa dan instansi terkait

dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik.

a. Pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung administrasi

b.

pemerintahan serta pelayanan publik dalam meningkatkan efektivitas.efisiensi
dan akuntabilitas layanan.

Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang menjadi dasar
pelaksanaan program dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Meningkatnya kesadaran dan pertisipasi masyarakat dalam mendukung tertib

administrasi dam pemanfaatan layanan publik yang disediakan pemerintah.
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Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan kualitas dan

profesionalitas aparatur sertas optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan ”

Diukur dengan Indikator “Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang

dilaksanakan”

a. Target tahun 2025 tercapai 97,5%. Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian 100 sangat tinggi
b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 100%
c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi kenaikan yang stabil dari tahun ke
tahun.
d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada
data untuk bencmark indikator yang sama.
e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi x 100%
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan
Penjelasan :
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan
ekonimi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan ketrampilan,
sisialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan/alat.
Sumber data : Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat
f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai
berikut :
Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 2
Program/ o
Kegiatan/ Sub Indikator Satuan | Target | Realisasi %,
: capaian
Kegiatan
PROGRAM Cakupan % 97,5 97,5 100%
PEMBERDAYAAN | pemberdayaan
MASYARAKAT desa dan
DESA DAN | kelurahan
KELURAHAN
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Kegiatan Persentase % 97,5 97,5 100%
Koordinasi terlaksananya
Kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Desa Desa
Sub kegiatan | Jumlah Lembaga | lembaga 5 5 100%
Peningkatan Kemasyarakatan
Partisipasi yang
Masyarakat dalam | Berpartisipasi
Forum Musyawarah | dalam Forum
Perencanaan Musyawarah
Pembangunan di | Perencanaan
Desa Pembangunan di
Desa
Sub kegiatan | Jumlah Laporan | laporan 12 12 100%
Peningkatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan | Efektivitas
Pemberdayaan Kegiatan
Masyarakat di | Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan | Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran” Meningkatnya

Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan” Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya

pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025

ditargetkan sebesar 98% dan terealisasi 98% sehingga % capaian adalah sebesar

100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antar
lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendampingan dan
pelatihan serta pemanfaatan potensi lokal desa.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah pemanfaatan potensi lokal

yang belum maksimal..

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran “ Meningkatnya

Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan "disebabkan antara lain :

- Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan.
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Koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk pemerintahan desa,
lembaga kemasyarakatan desa dan pendamping desa.

Pemanfaatan potensi dan kearifan lokal desa sebagai basis pengembangan
kegiatan ekonomi dan sosial.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sehingga kendala dapat segera

diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas aparatur dan

monitoring evaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program.

B.2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di

Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan

Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat.

a.

d.

Target tahun 2025 tercapai100%. Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian 100 Sangat tinggi

Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 100%

Tren realisasi menunjukkan konsistensi kenaikan yang stabil dari tahun ke
tahun.

Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada
data untuk bencmark indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

Jumlah laporan / aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang diselesaikan x 100%

Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang masuk

Penjelasan :

Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
yang masuk adalah berdasarkan laporan gangguan ketertiban dan
ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan
langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA
pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.
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Sumber data : Dokumen laporan aduan pelanggaran ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat di kecamatan

f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai

berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Terhadap Sasaran 3

Program/ %
Kegiatan/ Sub Indikator Satuan | Target | Realisasi .
. capaian
Kegiatan
PROGRAM Terlaksananya % 100 100 100%
KOORDINASI koordinasi
KETENTRAMAN ketenteraman dan
DAN ketertibann umum
KETERTIBAN di tingkat
UMUM kecamatan
Kegiatan Cakupan % 100 100 100%
Koordinasi Upaya | penyelenggaraan
Penyelenggaraan | ketentraman dan
Ketentraman dan | Ketertiban Umum
Ketertiban Umum
Sub Jumlah Laporan | laporan 12 12 100%
kegiatanSinergitas | Hasil Sinergitas
dengan Kepolisian | dengan Kepolisian
Negara Republik | Negara Republik
Indonesia, Tentara | Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia | Nasional Indonesia
dan Instansi | dan Instansi
Vertikal di Wilayah | Vertikal di Wilayah
Kecamatan Kecamatan

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “ Terjaganya

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator

Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat

kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%

sehingga % capaian adalah sebesar 100%
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- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi dan
sinergi yang efektif antara kecamatan dengan unsur Forkopimcam, Satpol
PP,dan Pemerintahan desa serta rutin pelaksanaan patroli dan respon cepat
terhadap laporan dan potensi gangguan ketertiban.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah belum optimalnya
kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga ketertiban

umum

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran “ Terjaganya
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”
disebabkan antara lain :
- Komitmen dan sinergi lintas sektor antara kecamatan, Polsek, Koramil Satpol
PP dan Pemerintahan Desa dalam menjaga stabilitas wilayah.
- Dukungan regulasi dan kebijakan daerah sebagai dasar pelaksanaan
penegakan ketertiban umum.
- Koordinasi dan komunikasi yang intensif melalui rapat rutin, patroli bersama
serta forum kewaspadaan dini masyarakat
- Partisipasi aktif masyarakat dan tokoh lokal dalam menjaga keamanan
lingkungan dan melaporkan potensi gangguan trantibum
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan dalam
penanganan gangguan ketertiban.
- Respon cepat terhadap laporan dan kejadian sehingga potensi konflik dapat
dicegah sejak dini.
Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Meningkatkan efektivitas koordinasi
lintas sektor dan memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan

gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan

analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :
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tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No

Sasaran dan
Indikator
Sasaran

Kinerja

Anggaran Program Pendukung Sasaran

Kategori
Efisiensi

Target

realisasi

%

Target

realisasi

%

2

4

B=
4/3*100

6

7

8=17/6
*100

Sasaran :
Meningkatnya
Efektifitas
Pencapaian
Target Kinerja
Perangkat
Daerah

Indikator :
Persentase
Indikator
Program yang
tercapai

92

92

100%

Rp
2.911.311.160,40

Rp
2.070.116.001,00

71 %

efisien

Sasaran :
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
dalam hal
Pelayanan
Publik yang
Merata dan
Berkualitas di
Kecamatan

Indikator :
Indeks
Kepuasan
Masyarakat

92,5

92,33

99,81%

Rp797.300.000,00

Rp793.025.000,00

99,46%

Tidak
efisien

Sasaran :
Meningkatnya
Fasilitasi
Kesejahteraan
Masyarakat di
Kecamatan

Indikator :
Persentase
Fasilitasi
Kesejahteraan
masyarakat
yang
dilaksanakan

100

100

100%

Rp143.419.500,00

Rp 140.435.128,00

97,92%

efisien

Sasaran :
Terjaganya
ketertiban
umum dan
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ketentraman
masyarakat di
Kecamatan

Indikator :
Persentase
Tingkat
Penyelesaian
Laporan dan
Pelanggaran
Ketertiban
Umum serta
Ketentaraman
Masyarakat

100 100 100%

Rp143.419.500,00

Rp 140.435.128,00

97,92%

efisien

JUMLAH

Rp
3.920.691.860,40

Rp
3.067.535.140,00

78,24%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan kencong melampaui
target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait
langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp3.920.691.860,40 terealisasi
Rp3.067.535.140,00 atau 78,24%.

Pada sasaran 1, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target
(<100%) dan realisasi anggaran lebih besar dari realisasi kinerja. Dengan demikian,
dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 tidak terdapat efisiensi anggaran.
Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan
anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja
dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan
penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk kategori
efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa anggaran gaji pns

- Sisa pengadaan barang dan jasa

- Sisa makan minum rapat
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Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

. Capaian Tahun 2025 Capaian
. Kondisi Target
Tujuan/ . s/d 2025 (Benchmark)
. Awal / . Akhir .
No Sasaran Indikator . .. Kriteria terhadap | Target Nasional/
. Baseline | Target | Realisasi % Renstra .
Strategis (kode) target Regional
- 2024 (2029)
2029
1 Tujuan 1 : Indeks 2,7 4,3 3,17 73,72% | sedang 4,67 67,88% Target Nilai IPP
Meningkatnya Pelayanan Nasional 3,68
Kualitas Publik
Pelayanan Kecamatan.
Publik di (Indeks)
Kecamatan
2 Sasaran 1.1 Indeks 92,80 93,5 92,33 98,74% 97 95,19% Tidak tersedia
Meningkatkan Kepuasan data benchmark/
Kepuasan Masyarakat perbandingan
Masyarakat (Indeks) target nasional
terhadap
Pelayanan
Publik di
Kecamatan
3 | Sasaran 1.2 Presentase 100 100 100 100% 100 100% Tidak tersedia
Meningkatnya Capaian data benchmark/
Akuntabilitas Kinerja perbandingan
Kinerja dan Program target nasional
Efektivitas yang
Pencapaian Tercapai (%)
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No

Tujuan /
Sasaran
Strategis

Target Kinerja
Perangkat
Daerah

Capaian Tahun 2025

Kondisi
. Awal /
Indikator Baseline | Target | Realisasi %
-2024
Nilai Sakip 68.41 81 80,41 99%
Kecamatan
(Angka)

Taraet Capaian
g. s/d 2025 (Benchmark)
I Akhir ‘

Kriteria terhadap | Target Nasional/

Renstra .
(kode) (2029) target Regional

2029
86 93% Target Nilai AKIP

Rata Rata
Nasional : 71
(BB/ Sangat Baik)
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C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)

a.

Target tahun 2025 tercapai 3,17%. Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian Sedang.

Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029)
adalah sebesar 73,72%

Tren realisasi menunjukkan pogress konsistensi kenaikan yang stabil dari tahun ke
tahun

Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data
untuk bencmark indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara

IPP = (75% x nilai form 02) +(25% x nilai form 03)

Sumber data = Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”, didukung oleh

sasaran :

1,

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik diKecamatan”,

dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

2.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja
perangkat daerah

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di
Kecamatan ”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

a.

Target tahun 2025 tercapai 92,33 Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian Sangat Tinggi.

Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029)
adalah sebesar 95,19%.

Tren realisasi menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya

Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data
untuk bencmark indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan
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IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) /Total penimbang dari

seluruh pertanyaan yang terisi

Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x100 ( sumber datanya

dari e-SUKMA Kecamatan Kencong )

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/

%

Sub Kegiatan Indikator Satuan | Target | Realisasi e
PROGRAM Persentase % 100 100 100%
PENYELENGGARAAN | Terselenggarakannya
PEMERINTAHAN DAN | pemerintahan dan
PELAYANAN PUBLIK | pelayanan publik di

tingkat kecamatan
Kegiatan Koordinasi | Persentase % 100 100 100%
Penyelenggaraan permasalahan  desa
Pemerintahan di | atau kelurahan yang
Tingkat Kecamatan ditindaklanjuti
Sub kegiatan | Jumlah Dokumen | Dokumen 12 12 100%
Peningkatan Efektifitas | Peningkatan  Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan
PROGRAM Persentase % 97,50 97,50 100%
PEMBERDAYAAN pelaksanaan program
MASYARAKAT DESA | pemberdayaan yang
DAN KELURAHAN terfasilitasi
Kegiatan Koordinasi | Persentase Kegiatan % 97,50 97,50 100%
Kegiatan Pemberdayaan | Pemberdayaan
Desa kelurahan yang tepat
sasaran
Sub Kegiatan | Jumlah Lembaga | lembaga 5 5 100%
Peningkatan Kemasyarakatan yang
Partisipasi Masyarakat | Berpartisipasi dalam
dalam Forum Forum Musyawarah
Musyawarah Perencanaan
Perencanaan Pembangunan di
Pembangunan di Desa Kelurahan
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Sub Kegiatan | Jumlah Laporan | Laporan 12 12 100%
Peningkatan Efektifitas | Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah

Kecamatan
PROGRAM Persentase % 100 100 100%
KOORDINASI penyelesaian laporan
KETENTRAMAN DAN | dan pelanggaran
KETERTIBAN UMUM ketentraman dan

ketertiban umum di
tingkat kecamatan

Kegiatan Koordinasi | Persentase % 100 100 100%
Upaya pelaksanaan

Penyelenggaraan koordinasi

Ketenteraman dan penyelenggaraan

Ketertiban Umum ketentraman dan

ketertiban umum yang
ditindaklanjuti

Sub Kegiatan Sinergitas | Jumlah Laporan Hasil % 100 100 100%
dengan Sinergitas dengan

Kepolisian Negara | Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Republik Indonesia,

Tentara Nasional | Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Indonesia dan Instansi

Vertikal di Wilayah | Vertikal di  Wilayah

Kecamatan Kecamatan

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “ Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

1.  Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator
Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat
kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga %
capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya koordinasi yang baik dan
sinergi dengan pemerintahan desa dan pemanfaatan teknologi informasi serta
dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah belum optimalnya pemahaman
masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik.
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2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Persentase
pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan
sebesar 97,50% dan terealisasi 97,50% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antar lintas
sektor dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendampingan dan pelatihan serta
pemanfaatan potensi lokal desa.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah pemanfaatan potensi lokal yang
belum maksimal.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator
Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat
kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%
sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi dan sinergi
yang efektif antara kecamatan dengan unsur Forkopimcam, Satpol PP.,dan
Pemerintahan desa serta rutin pelaksanaan patroli dan respon cepat terhadap
laporan dan potensi gangguan ketertiban.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah belum optimalnya kesadaran

dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum

Dari uraian “Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di
Kecamatan” sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya
pencapaian target disebabkan : oleh beberapa faktor, antara lain belum meratanya
kualitas pelayanan pada seluruh unit layanan, keterbatasan kapasitas dan jumlah sumber
daya aparatur, serta masih adanya kendala pada sarana dan prasarana pendukung
pelayanan. Selain itu, penyesuaian terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang
terus berkembang serta tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik

pelayanan yang belum optimal turut memengaruhi capaian sasaran tersebut.

Tantangan perbaikan kedepan adalah meningkatkan konsistensi dan pemerataan
kualitas pelayanan publik di seluruh unit layanan, memperkuat kapasitas dan
profesionalisme aparatur, serta melakukan peningkatan dan pemanfaatan sarana
prasarana serta teknologi pelayanan secara lebih optimal. Selain itu, tantangan lainnya
adalah menyesuaikan standar pelayanan dengan dinamika kebutuhan dan ekspektasi
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masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberian masukan dan

pengawasan pelayanan, serta memastikan keberlanjutan inovasi pelayanan agar tingkat

kepuasan masyarakat dapat terus meningkat dan target Renstra dapat tercapai secara

optimal.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target
kinerja perangkat daerah “ Diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu :
Indikator 2.1 : Presentase Capaian Kinerja Program yang tercapai (%)

a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan

kriteria capaian 100 % Sangat tinggi

. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029)

adalah sebesar 100%

. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dari tahun sebelumnya

d. d.Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data

untuk bencmark indikator yang sama.

. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per
komponen, yaitu

a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);

b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh);

C. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan

d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima)

Dengan sub komponen masing masing aspek :

Keberadaan 20%

Kualitas 30%

Pemanfaatan 50%

Indikator 2.2 Nilai Sakip Kecamatan (Angka)

a.

Target tahun 2025 tercapai 80,41 dengan persentase capaian 99% Dengan demikian
target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.

Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah
sebesar 93%
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c. Nilai SAKIP menunjukkan Tren peningkatan dan stabil, dengan realisasi 2025

f.

melampaui target tahunan, Capaian kumulatif sebesar 93% menandakan bahwa
sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan sangat baik dan mendekati target akhir
renstra.

Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai
SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kencong
tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP

Nilai SAKIP PD

adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

oleh evaluator Kabupaten Jember yaitu inspektorat. Tercantum dalam Laporan Hasil
(LHE)  SAKIP 2025  (Surat
700.1.2.1/15/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Perihal Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakann

Evauasi Triwulan 3 tahun Nomor

sampai triwulan Il Tahun 2025 pada Kecamatan Kancong Kabupaten Jember)

sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 2

H o
Progsgn%egfifganl Indikator Satuan Target | Realisasi capﬁian
PROGRAM 1. Persentase % 100 100 100%
PENUNJANG indikator  program
URUSAN yang tercapai
PEMERINTAH 2. Persentase % 100 78,24 78,24%
DAERAH realisasi anggaran
KABUPATEN/ KOTA |3. Indeks Indeks 76 82,86 109,02%

profesionalitas
ASN perangkat
daerah
Kegiatan Jumlah laporan | Laporan 12 12 100%
Administrasi pertanggungjawaban
Keuangan Perangkat | keuangan
Daerah
Sub kegiatan | Jumlah Orang yang OB 12 12 100%
Penyediaan Gaji dan | Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Sub kegiatan | Jumlah Dokumen | Dokumen 12 12 100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penatausahaan  dan | Pengujian/  Verifikasi
Pengujian/  Verifikasi | Keuangan
Keuangan
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Program/ Kegiatan/

%

Sub Kegiatan Indikator Satuan Target | Realisasi capaian
Kegiatan Persentase % 100 100 100%
Administrasi Umum | pengadaan barang
Perangkat Daerah jasa dan

administrasi umum
lainnya sesuai
ketentuan
Sub kegiatan | Jumlah Paket | Paket 12 12 100%
Penyediaan Peralatan | Peralatan dan
dan Perlengkapan | Perlengkapan Kantor
Kantor yang disediakan
Sub kegiatan | Jumlah laporan | Laporan 12 12 100%
Penyelenggaraan Penyediaan Jasa
Rapat Koordinasi dan | Penunjang Urusan
Konsultasi SKPD Pemerintahan Daerah
Kegiatan Penyediaan | Persentase % 100 100 100%
Jasa Penunjang | Pemenuhan Jasa
Urusan Pemerintah | Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan | Jumlah Laporan | Laporan 12 12 100%
Penyediaan Jasa | penyediaan jasa
Pelayanan Umum | pelayanan umum
Kantor kantor
Kegiatan Persentase Barang % 100 100 100%
Pemeliharaan Barang | Milik Daerah yang
Milik Daerah | dikelola dan
Penunjang Urusan | dipelihara sesuai
Pemerintahan Daerah | ketentuan
Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Unit 2 2 100%
Pemeliharaan, Biaya | Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan | atau Kendaraan Dinas
Pajak Kendaraan | Jabatan yang
Perorangan Dinas atau | Dipelihara dan
Kendaraan Dinas | dibayarkan pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Unit 1 1 100%
Pemeliharaan, Biaya | Dinas Operasional
Pemeliharaan, dan | atau Lapangan yang
Pajak Kendaraan | Dipelihara dan
Dinas Operasional | dibayarkan pajaknya
atau Lapangan
Pemeliharaan/ Jumlah Gedung Unit 2 2 100%
Rehabilitasi  Gedung | Kantor dan Bangunan
Kantor dan Bangunan | Lainnya yang
Lainnya dipelihara/
direhabilitasi
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Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
1. Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) pada tahun 2025
ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar
100%
2. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan
terealisasi 78,24 sehingga % capaian adalah sebesar 78,24%
3. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 76 dan
terealisasi 82,86 sehingga % capaian adalah sebesar 109,02%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antar seksi dan
sinergi dengan antar instansi dalam pencapaian pelaksanaan program.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana dan prasarana

dan kendala teknis sistem informasi.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Efektivitas
Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah “
a. Perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis, selaras
dengan dokumen perencanaan daerah ( RPJMD, Renstra dan Renja )
b. Terjalinnya koordinasi yang baik antar Instansi dan Pemerintahan Desa dalam
pencapaian pelaksanaan program
c. Penggunaan aplikasi perencanaan, pengganggaran dan pelaporan (SIPD, SIPPD)
untuk mempermudah pelaksanaan program
d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor dalam
menunjang kelancaran pelaksanaan program.
Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas dan optimalisasi SDM
dalam melaksanakan tugas dan administrasi secara lebih efektif.
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C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan

analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi

No

Sasaran dan
Indikator
Sasaran

Kinerja

Anggaran Program Pendukung Sasaran

Target

realisasi

%

Target

realisasi

%

Kategori
Efisiensi

Sasaran :
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
Publik di
Kecamatan

Indikator :
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(Indeks)

93,5

89,95

96,20%

Rp1.009.380.700

Rp997.419.139

98,81%

Tidak
efisien

Sasaran :
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
efektifitas
pencapaian
target kinerja
perangkat
daerah

Indikator :
Presentase
Capaian
kinerja
Program
yang
Tercapai

100%

100%

100%

Indikator :
Nilai Sakip
Kecamatan
(Angka)

81

80,41

99%

Rp2.911.311.160,40

Rp2.070.116.001

71,11%

Tidak
efisien

Rata-rata persentase sasaran 2

99,5%

JUMLAH

Rp3.920.691.860,40

Rp3.067.535.140

78,24%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Kencong melampaui

target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung

dengan

pencapaian
Rp3.067.535.140,00 atau 78,24 %.

sasaran,

sebesar

Rp3.920.691.860,40

terealisasi
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Pada sasaran 1 dan 2, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target

(<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 dan 2 tidak

terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian

target di tahun 2026.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kencong, pada tahun anggaran 2025

didukung dengan total anggaran sebesar Rp3.920.691.860,40

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional

dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :
1. Belanja Operasional sebesar Rp3.920.691.860,40
2. Belanja Modal sebesar Rp0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

% Serapan
Anggaran

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/
KOTA

2.911.311.160,40

2.070.116.001,00

71,11%

Kegiatan
Administrasi
Perangkat Daerah

Keuangan

2.347.891.160,40

1.640.398.092,00

69,87%

Sub Kegiatan
Penyediaan
Tunjangan ASN

Gaiji dan

2.255.291.160,40

1.547.798.092,00

68,63%

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

92.600.000,00

92.600.000,00

100%

Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

46.143.300,00

41.182.300,00

89,25%

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

31.523.300,00

26.612.300,00

84,42%

Sub kegiatan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

14.620.000,00

14.570.000,00

99,66%
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Program/ Kegiatan/ Sub Anggaran Realisasi % Serapan
Kegiatan (Rp) (Rp) Anggaran

Kegiatan Penyediaan Jasa| 452.696.500,00 328.143.178,00 72,49%

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan | 452.696.500,00 328.143.178,00 72,49%

Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Kegiatan Pemeliharaan 64.580.200,00 60.392.431,00 93,52%

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan 37.501.000,00 36.202.676,00 96,54%

Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Sub kegiatan Penyediaan 20.445.000,00 17.565.755,00 85,92%

Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

Sub kegiatan 6.634.200,00 6.624.000,00 99,85

Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Gedung  Kantor dan

Bangunan Lainnya

PROGRAM 797.300.000,00 793.025.000,00 99,46%

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan 797.300.000,00 793.025.000,00 99,46%

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

Sub Kegiatan 797.300.000,00 793.025.000,00 99,46%

Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemerintahan di

Tingkat Kecamatan

PROGRAM 143.419.500,00 140.435.128,00 97,92%

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

Kegiatan 143.419.500,00 140.435.128,00 97,92%

Koordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Desa
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Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

% Serapan
Anggaran

Sub Kegiatan
Peningkatan
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

Partisipasi

0,00

0,00

0

Sub Kegiatan
Peningkatan
Kegiatan
Masyarakat di
Kecamatan

Efektifitas
Pemberdayaan
Wilayah

143.419.500,00

140.435.128,00

97,92%

PROGRAM
KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM

KOORDINASI
DAN

68.661.200,00

63.959.011,00

93,15%

Kegiatan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Upaya

68.661.200,00

63.959.011,00

93,15%

Sub Kegiatan

Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

68.661.200,00

63.959.011,00

93,15%
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Kencong telah melaksanakan berbagai
program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan.
Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan
penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra
periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut
mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan
kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan
permasalahan kinerja antara lain :

1. keterbatasan sarana prasarana dan kendala teknis sistem informasi

2. belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik

3. pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal

4. belum optimalnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam
menjaga ketertiban umum

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai
berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta berfungsinya
system informasi secara optimal, yang didukung oleh komitmen pimpinan dan
kompetensi aparatur.

2. Tersedianya standar pelayanan yang jelas, peran aktif petugas pelayanan, serta
dukungan media informasi yang mudah diakses.

3. koordinasi yang baik antar lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM melalui
pendampingan dan pelatihan serta pemanfaatan potensi lokal desa.

4. Terbatasnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
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B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

. Pemenuhan sarana prasarana sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas
aparatur dalam pengelolaan system.

. Penyebarluasan informasi prosedur pelayanan, peningkatan kualitas SDM
aparatur khususnya pada front office, optimalisasi media informasi pelayanan
serta pelaksanaan evaluasi kepuasan Masyarakat secara berkala guna
mendorong peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan

. Pemetaan potensi lokal secara berkala dan koordinasi lintas sektor serta
pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

. Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat secara berkelanjutan, dan
mengoptimalkan kegiatan patrol dan pembinaan terpadu serta mendorong
partisipasi aktif Masyarakat guna mewujudkan ketertiban umum yang kondusif.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN KENCONG

JL DIPONEGORO RGO 323 = (033) 321005
KEMNC ONG 681687

KEPUTUSAN CAMAT KENCONG
KABUPATEN JEMBER

Momaor : 000.8.6.3 / 22 /35.09.02/ 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

Menmbang : a bafrea unbuk meiaksanakan keieniuan pasal 3 dan pasal 4 Peabran
Mevieri  Negara Fendoyagunaan  Apamhr Negara Nomor
FER/SIM PANISZ00T temtang Pedoman Umum Penstapan indikator
Finerja Utama di Lingkungan Instarsi Pemerimah, perdu menetapikan
mmﬁ@hhmﬁmﬁm&mm
Buatu Kapiiusan Camat Fansong |

Mg g C 1 Undang-Undang Nomor 23 Tamn 2044 lentang Pemarniahan Dessah,

pabagaimana jalah dubah dengan Undang- Undang Momor 8 Tahun
2013

2. Peraturan Pemenntah MNomor 38 Tahun 2006 {entang Tata Carm
Fangendalan dan Evaluasi Pelecaanasn Rencana Pambangunan

3. Pergluran Pemernniah Nomer 8 Tahun 2006 ilenlang Pelaporan
Keuangan dan ¥rerja Instans| Pemermiah ;

4 Parajuran Pemariniah Nomor 18 Tafun 2016 temdang Perangkat
Craerah

5 Parsuran Presaen Momor 25 Tahun 7014 teriang Sistam Akuniabiltas
Kinena instansi Pemenntah

8. Perajuran Menteri Dalam Mageri Nomor 13 Tahun 2008 tertang
Pedoman Pengeciasn Weuangase Daerah, sebagaimans lelah dus kak
diubah terakhr dengan permturan Menten Dafam Megen Nomoe 21
Tabwan 2011 ;

7. Parauran Menber Negaa Pendayagunasn Aparanur Negara  Nomor
TSN PANTDEZ00T teiang Pedoman Penyusunan indikator Kinera

Uama di Linghungan it Fersdinleh

200 PANA 1008 inntang Pelunjuk Panyusunan  Indkator  Hineta
Utarma ;

¥ Peraturan Meardesi MNegars Pendayagunaan Aparalur MNegara dan
Aeformasi Bwokrasi MNomr 83 Tahun 2016 fentang Petunput Teins

Pafanjian Kinerja, Peapoan Kinerfa dan Tsa Cara Fevu Ales
Laporan Kinena instans Pemerniniah



KESATU
HKEDCAIA

KEEMPAT

HEENAM

MEMUTUSHKAN :

Ingikaior Kinena LRama Kecamatan Kencong Habupaten Jember

Ingikmior  Finerja Liama  Kecamatan Hencong Kabupaten  Jember
sebagamana dimaksud dalam Oikhum KESATU terseted dalam lampran,

indikaior Kinetga Ltama sebagamana dimaksud dalam Diidum KESATL dan
KECLA, bertupian unbuk -

[1] Memberkan informasl kinerja yang penting den dipaiukan  dalam
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Parencanaan Tahunan Organisas Perangkat Daerah

Peryusunan Dokumen Penargian Kinera Organisasi Perangkat Ciserah
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INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU)
Kecamatan Kencong Kabupaten Jembes

Kecamatan Kencong

23 =

Mernysdenggaralian unisan pereriTanan umum.

Merghodichnaukan kegualan pemberdayaan masyarokal,

Menghoordnasikan upaya penyelenggaraan keteniraman dan kelemiban umum:
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hacamalan.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG

JL. Diponegoro No.323 Kencong — Jember Jawa Timur 68167
Telepon (0336) 321005 email: kec.kencong@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KENCONG
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 000.7.2.7/32/35.09.02/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER,

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan

Mengingat

pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat
(1) Peraturan Bupati Jember Nomor  Tahun 2025
tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang
perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan
Kencong Kabupaten Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Camat Kencong
tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Kencong
Kabupaten Jember.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-
2029.

MEMUTUSKAN :

: Indikator Kinerja Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

: Indikator Kinerja Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :

a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU

: Indikator Kinerja Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut
dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

keputusan ini;

: Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

: Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
dalam :

a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan
Kencong

b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di
Lingkup Kecamatan Kencong

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup
Kecamatan Kencong

d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Kencong

e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Kencong

: Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 September 2025

# #" i Ny, Camat Kencong
".F.-'/- w-.,K,_bupaten Jember,

r
a,
-

T

= Ew p £ ARONNY ARVIANTO, SE
Pembina / IV.a

NIP. 197708272002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah




Lampiran Keputusan Camat Kencong
Tanggal :
Nomor :000.7.2.7/32/35.09.02/2025

RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KENCONG
KABUPATEN JEMBER

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kencong
a. Tugas

¢ menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum,;

e mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

e mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;

e mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

e membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;

e melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan

e melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



b.

Fungsi

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum

Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
di tingkat kecamatan,

Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja
penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
desa/Kelurahan dan Kecamatan,

Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan

Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan



Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan,;

pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah
kecamatan;

pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset
desa;

pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan
desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;

pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa;

pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif;

pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan
penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan;

pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
diwilayah kecamatan;

pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR

TUJUAN / FORMULASI SUMBER | PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL DATA JAWAB
UTAMA
1 | Meningkatnya | Indeks IPP = (75% x . Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Dokumen Camat

Kualitas Pelayanan nilai form 02) + instmmen per}ilaian kualitas pelayangn penetapan

Pelayanan Publik (25% x nilai publik yang dikembangkan Kementerian Nilai IPP

Publik di Kecamatan. form 03) Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Tim

Kecamatan (Indeks) Reformasi Birokrasi berpedoman pada Organisasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birkorasi Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang
Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan
Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

. IPP Perangkat Daerah adalah angka

indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 )
Perangkat Daerah, setelah dilakukan
pengolahan data dan review oleh Tim
Pengolah Data Bagian Organisasi

Form 01 adalah form isian / asesmen
mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek
kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek
kebijakan pelayanan, aspek
profesionalisme, sarana prasarana, sistem
informasi, konsultasi / pengaduan, dan
inovasi

. Form 03 adalah form isian dari

masyarakat/ pengguna layanan perangkat
daerah dan unit pelayanan publik

Form 02 adalah Form asesment Tim
Bagian Organisasi terhadap isian Form 01




NO

TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

perangkat Daerah dengan pembobotan per

aspek :

Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per

aspek sebagai berikut :

e Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
(Bobot 17,0%)

e Proses penyusunan dan perubahan SP
telah melibatkan unsur masyarakat
(bobot 14,0 %)

e Jumlah media publikasi untuk

komponen service delivery. (bobot 7,0%)

e Telah dilakukan peninjauan ulang
secara berkala atas Standar Pelayanan
dan hasil peninjauan ulang tersebut
telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)

e Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan

(ketersediaan, penetapan, dan
publikasi). (bobot 10,0%)
e SKM yang dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)

e Jumlah media publikasi hasil SKM.
(bobot 7,0%)

e Persentase tindak lanjut hasil SKM
yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)

e Kecepatan tindak lanjut hasil SKM
seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)

Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)
e Tersedia waktu pelayanan yang




NO

TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

memudahkan pengguna layanan (bobot
10,0%)

Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku
Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan
di lingkungan instansi (bobot 20,0%)
Tersedia mekanisme yang dibangun
untuk menjaga dan meningkatkan
motivasi kerja Pelaksana pelayanan
(bobot 20,0 %)

Tersedia kriteria pemberian penghargaan
bagi pegawai yang berprestasi (bobot
20,0%)

Tersedia pelaksana yang menerapkan
budaya pelayanan (bobot 30,0%)

Aspek Sarana dan Prasarana (18%)

Tersedia tempat parkir dengan fasilitas
pendukung yang memadai. (bobot 15%)

Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas
wajib dan pelengkap.(bobot 23%)

Tersedia sarana toilet pengguna layanan
yang layak pakai. (bobot 20%)

Tersedia sarana prasarana bagi
pengguna layanan kelompok rentan
(bobot 20%)

Tersedia sarana prasarana penunjang.
(bobot 11%)

Sarana Front Office (FO) bagian
Informasi di unit layanan. (bobot 11%)




NO

TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

Aspek SIPP (Bobot 11%)

e tersedia sistem informasi pelayanan
publik untuk informasi publik (bobot
30,0%)

e Tersedia sistem informasi pelayanan
publik pendukung operasional
pelayanan (bobot 20,0%)

e Kualitas penggunaan SIPP Elektronik
(Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)

e Pemuktahiran data dan informasi kanal
digital (bobot 30,0%)

Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)

o Tersedia sarana konsultasi dan
pengaduan secara tatap muka yang
berkualitas (bobot 20,0%)

e Tersedia sarana dan media konsultasi
serta

pengaduan yang bisa diamnfaatkan
semua lapisan masyarakat (bobot
25,0%)

o Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi
dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)
Tersedia tindak lanjut atas konsultasi
dan pengaduan dari semua lapisan
masyarakat.




INDIKATOR

TUJUAN / FORMULASI SUMBER | PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL DATA JAWAB
UTAMA
(bobot 30,0%)
Aspek Inovasi (12%)
e Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik
50%
e Sumber daya yang mendukung
keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik
50%
f. Kategori dan Nilai IPP :
e Kategori A (4,51 - 5,00) = Pelayanan
Prima
e Kategori A- (4,01 — 4,50) = Sangat Baik
e Kategori B (3,51 — 4,00) = Baik
e Kategori B (3,01 — 3,50) = Baik (DC)
e Kategori C (2,51 - 3,00) = Cukup
e Kategori C- (2,01 - 2,50) = Cukup (DC)
e Kategori D (1,51 - 2,00) = Prioritas
Pembinaan
o Kategori E (1,01 - 1,50) = Prioritas
Pembinaan
2 Indeks IKM = Total dari | a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | e-SUKMA Camat
Kepuasan (nilai persepsi x merupakan data dan informasi tentang | Perangkat
Masyarakat nilai Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap | Daerah
(Indeks) pelayanan publik

penimbang) /
Total
penimbang dari
seluruh

b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan
diolah  Survei Kepuasan Masyarakat
Elektronik (e-SUKMA)

c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman




INDIKATOR

TUJUAN / FORMULASI SUMBER PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL DATA JAWAB
UTAMA
pertanyaan pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14

yang terisi

Nilai Mutu
Pelayanan =
IKM / Nilai
Persepsi
Pelayanan X
100

€.

tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei

Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Publik
Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM
meliputi :

Kategori

Kesesuaian pelayanan

Sistem, Mekanisme dan prosedur
Waktu Pelayanan
Biaya/Tarif

Produk, Spesifikasi
pelayanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan pengaduan, saran dan
masukan

Kualitas sarana dan prasarana

dan jenis

dan Nilai IKM (Nilai Interval

koreksi) :

Kategori A (88,31 — 100) = Sangat Baik
Kategori B (76,61 — 88,30) = Baik
Kategori C (65,00 — 76,60) =
Baik

Kategori D (25,00 — 64,99) = Tidak Baik

Kurang




Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

INDIKATOR PENANG
TUJUAN / FORMULASI SUMBER
NO KINERJA DEFINISI OPERASIONAL GUNG
SASARAN UTAMA PENGUKURAN DATA JAWAB
Meningkatnya | NILAI SAKIP | Nilai SAKIP diukur e Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil Laporan Camat
Akuntabilitas | Perangkat pada 4 (empat) evaluasi Inspektorat Kabupaten Hasil
Kinerja dan | Daerah komponen, dengan Jember terhadap penerapan AKIP Evaluasi
Efektivitas bobot penilaian per Perangkat Daerah SAKIP dari
Pencapaian komponen, yaitu e Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP Inspektorat
Target Kinerja a. E?ren,can%‘i‘u? berdasarkan Peraturan Menteri
Perangkat tol‘gelrJS% (I;l at Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Daerah ga reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun

puluh);

b. Pengukuran
Kinerja, nilai
total 30 (tiga
puluh);

c. Pelaporan
Kinerja, nilai
total 15 (lima
belas ); dan

d. Evaluasi
Internal, nilai
total 25 nilai
(dua puluh
lima ).

Dengan sub
komponen masing
masing aspek :
Keberadaan 20%
Kualitas 30%

2021 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, yaitu :

Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat
Memuaskan

Predikat A (Nilai >80 —90) :
Memuaskan

Predikat BB (Nilai >70 — 80) : Sangat
Baik

Predikat B (Nilai >60 — 70) : Cukup
Memadai

Predikat C (Nilai >30 — 50) : Kurang
Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat
Kurang




INDIKATOR PENANG
TUJUAN / FORMULASI SUMBER
NO KINERJA DEFINISI OPERASIONAL GUNG
SASARAN UTAMA PENGUKURAN DATA JAWAB
Pemanfaatan 50%

Presentase Capaian Laporan Camat
Kinerja Program Realisasi Kinerja x 100% Kinerja
yang Tercapai (%) Target Kinerja Kecamatan

15
--"‘-\.:-."

& |

am Jembgr, 23 September 2025
Camat Kengong
?’,ii‘)upaten Jember,

ONNY ARVIANTO, SE
Perabina / IV.a

NIF. 197'708272002121006




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG

JI. Deponegoro Nomaor 323 Kancong - Jember Jewa Tenmur 68167
Telepon (0336) 321008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangea mewujudkan managamen pemanntahan yang efekid, transparan, dan
akumatel sena beronenias: pada hasil, kam yang bedanda tangan dibawah ins

KNama - Mubammad Najmul Huda 5 5TP, M5
Jabaian Camat Kencong

Saelanjutnya disabul pihak perama

Mama Muhammad Baiva Finaun Bedaman
<Jabatan P Bupal Jermber

Selaku alasan pihak periama. salanjuirvys disebul pihak kedua

Piak perama bergan) akan mewujudkan target kinera yang sehanusnya sasuai
lampiran panangan ini, dalam rangka mencapai langel kinerja jangka menengah
sepert yang iedah dietapkan dalam dokumen parencanaan. Kaberhaséian dan
kegagatan pancapaian targed kiners tarsedul margadi langgung jawab kami

Pihak kedus sean memberkan supsrvisi vang diperukan ssfs aksn melakukan
evaluas terhadap capaian kneja dan perjanjian ni dan mengambd tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian panghargaan dan sanksi

e [ ru.l'ﬂIJI HI.-I!“,EETF"“ E‘
#1 7T102T 196810 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KENCONG

MO TUJUAN /| SASARAN . INDIKATOR KINERJA | TARGET
STRATEGIS A _|
| {1] (2 : [3) (4

1 Mamngkatnya panataan Jumiah Dokumen Penataan 4 Dokumen
ofgarsas pemerintah  daerah  Organisasi dan Tala Laksana
dan iala laksana Pemarntah Daerah
penyelenggaraan  pemenniaban

| den pelayanen publik — } :

2 | Meningkatnys kepuasan  [ndeks Kepuasan Masyaraskat 2.5
masyarakat dalam hal pefayanan
public yang merata dan
_beruakias o kecamatan

3 | Merengkainya fasiias Persanipss Fasdiaias 15 %
Cgssahleraan  masyarakat i Kesejahtersan masyarmat

|| Kecamatan ___yarg dilaksanakan | _

4 | Terjaganya kpleriban umum o080 Persantase Tingkat = 100 %
katerirmman  masyarakat d Penyelesaian  Laporan  dan
Kecarnatan Pelanggaran Ketertiban Umum

sarie Ketaniraman Masyarakal

§  Manmngkatnya kualtas Milai SAKIP OPD B{ET)
pengeiolaan keusngan dan ssed
deerah yang profesional, efeklif

' dan efisan
& | Mamngkatnya Efgkifiias  Persentase Inckator Program | 92% |
Pencapaian Tamgel  Kinera yang lercapal
_Perangkal Dasrah
Program Anggaran Keterangan

1. Penun@ang Urusen Pemerntahen Deerah Rp 3160852 15500 APBD
Kabupaten/Kota

? Penyelenggaraan  Pemerntahan  dan Rp 893 700.000,00 APBD
Pelayaran Publik

3 Pemberdayassn Masyarakal Desa dan Rp 376722 100,00 APBD
Kedurangan

4 Keoordnasi Keteniraman dan Keterbban Rp 23843240000 APBD
Urniurm

Jumiah Rp 4667 50665500 APBD

Jamber, 10 Fabruan 2025

1H-B1I:I 1001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG

Ji Diponagom Momor 323 Kancong = Jambar Jawa Timur 88167
Telepan (0336) 321005 emall kec kencongi@jemberkab go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Chalam rargka mewwsudkan manajemen pemamntahan yang efektf, rarsparan, dan
Akuntabed sedia Darorientas pada nasil kam yang bansnda 1angan dibasah in
Hama Fonny Andianto, S.E

Labaran Camal Kancong

Saelanputnya dissbul pibhak periama.

Nama - Muhammad Fawait

Jnbatam ! Bupadi Jamber

Salaku alasan phsk pertama, selanjuinys fsebul phak kecua

Pihak partama berjang akan mewuudian targed kinena yang sabarusnys sesial
lnmpiran perjangan ini, dalsm ronghs mencapsi targel kinerje jangka rrenengah
saparll yang telah dtatapkan dalam dokemen perencansan, Keberhasdan dan
kegagalan pencapaian target kinerja ismsatit menjad tenggung jawab ke

Pihak kadua akan mambarikan suparvisl yang dpedukan serda akan malakukan
evalues terhadag capaman kineda dan perjanjian ni dan mengambil tindakan yang
dipariukan dalam rangea pambaerian penghargaan dan sanksi.

Jambar, 24 Saptembar 2025
Pihak Pertama

o _E‘.lmnl h’.-ilrm

*f”

MIF 1'5??'3-52? 12 1 006

e




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025
KECAMATAN KENCONG
| TUJUAN ! SASARAN
NO|  sTRateais EmOmR .| e
(1} (2) (] |
T | Meningkalrys Kualitas | Indeks  Polayanan  Publik 41
Pelayanan Pubik 4 | Kecamatan (Indeks)
.| Kecamatan Y Tt AL e PR O ol
2 | Meninghatrya — Kepueasan | Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5
Masyarakal terhadap | [Indeks]
Pelayanan  Publk dli
, Kecamalan —— NI ——
3 | Meningkatriya akuntabilias | Pressniase Capaan Finerna|  100%
kinerja dan  efekiretas | Program yang Tercapal (%)
pencapaian  targed  kinerja | MNilsk Sakip Kecamatan (Angka) a1
_perangkal daerah
Program Angparan Kelerangan
1 Penunjang Urusan Pemenntahan Dserah Bp 2.811.31116040 P-APBD
Kabupaten/Kata
2 Penyelenggaraan Pemanntahan dan Rp 7730000000 P-APBD
Pefayanran Public
3 Pemberdaysan Masyarakat Desa dan Rp 14341550000 P-APBD
Hedurahan
4 HKopordinasl Kelentraman dan Keeriban Rp. B8.681 20000 P-APBD
Limsum
Jumiah Rp. 3020601 B8040 P-APBD

SE
200212 1 006




KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Kencong Pemutakhiran

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
1(2022) 2(2023) 3(2024) 4 (2025) 5 (2026)

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang Nilai SAKIP OPD B (64) B (65) B (66) B(67) B(68)
profesional, efektif, dan
efisien.

Meningkatnya Efektifitas

Pencapaian Target Kinerja Persentase Indikator Program yang tercapai 90% 91% 91.5% 92% 92.5%

Perangkat Daerah

NON RUTIN
SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

5 ' 5 Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-
No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
1(2022) 2(2023) 3(2024) 4 (2025) 5 (2026)
1 Meningkatnya penataan
organisasi pemerintah
daerah dan tata laksana Jumlah Dokumgn Penataan Organisasi dan Tata 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok
penyelenggaraan Laksana Pemerintah Daerah
pemerintahan dan
pelayanan publik.
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat dalam hal
Pelayanan Publik yang Merata Indeks Kepuasan Masyarakat 91 91.5 92 92.5 93
dan Berkualitas di Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi — .
Kesejahteraan Masyarakat di Perser!tase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat % %5 97 975 %8
yang dilaksanakan
Kecamatan
Terjaganya ketertiban umum dan |Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan
ketentraman masyarakat di Pelanggaran Ketertiban Umum serta 100% 100% 100% 100% 100%
Kecamatan Ketentaraman Masyarakat

— Jember, 17 April 2023
Diverifikasi Oleh : ; LRI 2
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER I‘l{: #_1, CAMAT KENCONG
= . :'_1|_
Rt
JI
=5 Ls“‘”

-\. L
Drs. HADI MULYONO, M.Si "ﬁ"" MMAD NAJMUL HUDA S.STP M.Si
Pembina Utama Muda Pembina Tk.1
NIP. 19661107 198809 1 001 NIP. 197710271998101001




Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

Indikator ke-
No. Tujuan Sasaran Tujuan/
Sasaran L 2 : - 2
(2025) | (2026) | (2027) | (2028) | (2029)
1 Meningkatnya Indeks 4,3 4,64 4,65 4,66 4,67
Kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik
Publik di Kecamatan.
Kecamatan (Indeks)
Meningkatkan | Indeks 93,5 94 95 96 97
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
terhadap (Indeks)
Pelayanan
Publik di
Kecamatan
Meningkatnya | Presentase 100 100 100 100 100
Akuntabilitas Capaian
Kinerja dan Kinerja
Efektivitas Program
Pencapaian yang
Target Kinerja | Tercapai
Perangkat (%)
Daerah Nilai Sakip 81 82 83 84 85
Kecamatan

(Angka)




